
PENDAFTARAN TANAH YANG DI PEROLEH MELALUI JUAL BELI 
THE IMPLEMENTATION OF LAND REGISTRATION THAT 

OBTAINED FROM SALE AND PURCHASE

M a s u d i
Magister Kenotariatan Universitas Mataram

Email : masudi2605@gmail.com

Naskah diterima : 10/07/2017; revisi : 25/07/2017; disetujui : 30/08/2017

Abstract

To obtain legal certainty on the rights of the land, it need a registration. Land registration regulated 
in Article 19 in Indonesian Land Act (UUPA) and Government Regulation Number 24 year 1997. 
Purpose of this study are to know the implementation of land registration that obtained from sale and 
purchase in Jonggat Region and the obstacle in that registration. This study is an empirical law study 
that is the study that seen the law in its reality. The approach used are statute approach, conceptual 
approach and sociological approach. Analysis using descriptive qualitative method. Based on result of 
the study the implementation of of land registration that obtained from sale and purchase in Jonggat 
Region does not meet the rules in  Government Regulation Number 24 year 1997. This can be seen 
from large number of society member in Jonggat who do not registered their land after land-purchase 
transaction. This is because lack of legal understanding among society member about the benefit 
and importance of land certificate as the guarantee for legal certainly for the certificate owner. The 
obstacle factor for the land registration that obtained from sale and purchase are law enforcement; 
legal substance; legal culture and infrastructure.
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Abstrak

Untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah, maka perlu dilakukan pendaftaran tanah. 
Pendaftaran hak atas tanah diatur dalam pasal 19 UUPA, dan lebih lanjut di atur dalam PP No. 24 
tahun 1997, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan 
pendaftaran tanah yang diperoleh melalui jual beli di kecamatan Jonggat. Apa yang menjadi kendala 
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang di peroleh melalui jual beli di Kecamatan Jonggat. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat bagaimana hukum dalam 
realitasnya dilapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang, 
Konseptual dan sosiologis. Dan dianalisis dengan menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif 
yang didukung dengan Pendekatan Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan 
pendaftaran hak atas tanah yang diperoleh melalui jual beli di kecamatan Jonggat belum berjalan 
sesuai dengan harapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, ini bisa dilihat dari banyaknya 
masyarakat yang tidak melakukan pendaftaran tanah setelah mereka melakukan transaksi jual 
beli, yang disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai manfaat dan 
pentingnya sertipikat sebagai jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak yang baru. Sedangkan 
factor yang menjadi kendalanya adalah factor penegak hukum, substansi hukum, budaya hukum, 
dan sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Pendaftaran, Tanah, Jual, Beli
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PENDAHULUAN

Tanah dalam pengertian Geografis 
adalah lapisan permukaan bumi yang 
digunakan untuk dipakai sebagai usaha. 
Indonesia adalah salah satu Negara 
Agraris yang menggantungkan kehidupan 
masyarakatnya pada tanah. Bagi 
masyarakat Indonesia, tanah merupakan 
sumber kehidupan dengan nilai yang 
sangat penting. karena tanah merupakan 
sumber kesejahteraan dan kemakmuran, 
Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) 
Undang–Undang Dasar Tahun 1945 yang 
menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar–
besar kemakmuran rakyat”.

Pentingnya arti tanah bagi masyarakat 
Indonesia adalah karena  semua aktifitas 
dalam kehidupan sehari-harinya tergantung 
kepada tanah, dikatakan pula bahwa 
terdapat hubungan  religius magis antara 
manusia dengan tanah, sebab manusia 
dari hidup sampai matinya tidak terlepas 
dari tanah, tanah juga mempunyai nilai 
ekonomis bagi kehidupan manusia dan 
dapat menghasilkan sumber daya alam bagi 
orang banyak.1 Kebutuhan masyarakat akan 
tanah dari hari ke hari terus meningkat, 
seiring dengan laju pertumbuhan penduduk 
dan perkembangan pembangunan yang 
sedemikian besar, dan luas tanah yang 
relatif tidak bertambah, secara nyata hal 
ini yang menyebabkan tanah dan berbagai 
masalah agraria muncul dipermukaan.

Oleh karena itu untuk memperoleh 
kepastian hak dan kepastian hukum hak 
atas tanah serta menjaga jangan sampai 
timbul masalah, masyarakat membutuhkan 
dukungan dari Pemerintah berupa jaminan 
kepastian hukum di bidang pertanahan 
guna melindungi dan menjaga hak-hak atas 
tanah yang dimiliki masyarakat. Ketentuan 

1 Endang  Srisanti,  Masalah-Masalah Hukum Ten-
tang Keterbukaan di Bidang Pertanahan, Majalah Fakul-
tas Hukum Undip, No. 7-1994, hlm.2.  

tentang kewajiban Pemerintah untuk 
menyelenggarakan pendaftaran tanah di 
seluruh wilayah republik Indonesia diatur 
dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 
Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria 
yaitu:2 Untuk menjamin kepastian hukum 
oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik 
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagi pemegang hak, kewajiban 
pendaftaran tanah tersebut diatur dalam 
Pasal 23 UUPA (Hak Milik), Pasal 32 UUPA 
(Hak Guna Usaha), Pasal 38 (Hak Guna 
Bangunan). Untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum kepada pemegang hak 
atas tanah oleh Pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah yang bersifat Rechts 
Kadaster artinya bertujuan menjamin 
kepastian hukum.3

Perintah atau keharusan pendaftaran 
tanah juga berlaku apabila terjadi peralihan 
hak atas tanah. Dalam masyarakat, 
peralihan hak atas  tanah lebih  sering  
dilakukan dengan peralihan hak,  yaitu  
dengan   melalui  jual beli. Menurut 
Boedi Harsono, ”Dalam Hukum    Adat     
perbuatan pemindahan hak (jual–beli, 
hibah, tukar menukar) merupakan 
perbuatan hukum yang bersifat tunai”.   
Jual–beli    dalam    hukum   tanah dengan   
pembayaran  harganya  pada   saat yang 
bersamaan secara tunai.1

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi 
karena jual beli, warisan, hibah, tukar 
menukar dan lain–lain. Mengenai peralihan 
hak milik atas tanah wajib didaftarkan, 
hal ini berdasarkan Pasal 23 UUPA yang 
menegaskan bahwa: Hak milik, demikian 
pula setiap peralihan, hapusnya dan 
pembebanannya dengan hak–hak lain harus 

2 Urip Santoso. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas 
Tanah, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), 
hlm 3.

3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah 
Pembentukan Undang–Undang Pokok Agraria, Isi dan 
Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 471–
472.
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yang diharapkan, hal ini terlihat di Kab. 
Lombok Tengah khususnya  di Kec. Jonggat 
bahwa pendaftaran terhadap tanah yang 
diperoleh melalui jual beli  masih banyak 
tidak melakukannya. Dengan kata lain 
antara das-sein dengan das-sollennya 
masih belum berjalan sebagaimana yang 
diharapkan atau antara teori dengan 
praktek belum berjalan.

Berdasarkan latar belakang di atas  
penulis merumuskan masalah sbb:

1.	 Bagaimana pelaksanaan pendaftaran 
tanah yang di peroleh melalui jual beli di 
Kecamatan Jonggat?

2.	 Faktor-faktor apa yang menjadi kendala 
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 
yang diperoleh melalui jual beli di 
Kecamatan Jonggat?

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menganalisis pelaksanaan 
pendaftaran tanah yang di peroleh melalui 
jual beli di Kecamatan Jonggat. Serta untuk 
mengetahui dan menganalisis faktor-faktor 
yang menjadi kendala masyaraka dalam 
pelaksanaan pendaftaran tanah yang di 
peroleh melalui jual beli di Kecamatan 
Jonggat. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan 
Penelitian Hukum Empiris, yaitu melihat 
bagaimana hukum dalam realitasnya di 
lapangan. Adapun metode pendekatan yang 
digunakan adalah: pendekatan Perundang-
Undangan (Statute Approach), Pendekatan 
Konsep (Conceptual Approach), dan 
Pendekatan Sosiologis (Sosiologi Approach). 
Jenis dan sumber data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder. Data 
Primer, yaitu data yang diperoleh langsung 
dari Responden dan Informan. Data 
Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh 
secara langsung dari lapangan, melainkan 
dari berbagai literatur–literatur, perundang–
undangan, dokumen–dokumen, arsip 
maupun bahan pustaka lainnya, seperti:

didaftarkan menurut ketentuan–ketentuan 
yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA;

Dengan berlakunya UUPA dan PP 
Nomor 24 Tahun 1997 maka setiap 
peralihan hak atas tanah dan hak milik atas 
satuan rumah susun melalui jual beli, tukar 
menukar, hibah, pemasukan dan perbuatan 
hukum lainnya harus dibuktikan dengan 
suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang 
berwenang dalam hal ini adalah Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya di 
sebut PPAT).4

Dalam prakteknya masyarakat di 
kecamatan jonggat kususnya desa Perina, 
desa Pengenjek dan desa barejulat, 
ketaatan hukum masyarakat dalam hal 
melakukan pendaftaran tanah khususnya 
melalui jual beli sekarang ini masih sangat 
rendah, Adapun beberapa faktor yang 
mempengaruhi sangat kurangnya minat dari 
masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, 
disebabkan karena tidak adanya sanksi 
sama sekali yang diberikan dan dikenakan 
terhadap tanah yang tidak didaftarkan, atau 
juga masih belum cukup dipahaminya arti 
pentingnya tanda bukti hak atas tanah, dan 
tidak tertutup kemungkinan karena tinggi 
biaya dan lamanya proses penyelesaiannya.

Disamping itu Kebanyakan masyarakat 
di desa kurang memperhatikan status 
kepemilikan tanah mereka, tanpa 
menghiraukan hukum yang berlaku. Jadi 
sering kali suatu keluarga hidup di atas 
tanah yang masih atas nama orang lain. 
Masyarakat juga masih beranggapan bahwa 
orang yang memiliki tanah adalah pemilik 
tanah meskipun alas hak atau sertipikat 
hak atas tanahnya bukan atas nama orang 
yang menempati tanah melainkan masih 
atas nama orang lain.5 

Jadi Pelaksanaan pendaftaran hak atas 
tanah masih belum berjalan sebagaimana 

4 Andrian Sutedi, 2009, Peralihan Hak atas Tanah 
dan Pendaftarannya, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 77

5 Aprilya Deca Ariani. 2016. Pelaksanaan Pendaft-
aran Tanah karena Pewarisan di Kabupaten Lombok 
Tengah. Mataram. Undram. hlm.4
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1)	Bahan hukum primer, yaitu peraturan–
peraturan hukum yang mengikat dan 
berdiri sendiri

2)	Bahan hukum sekunder, yaitu bahan 
hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer. 

3)	Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang 
memberikan petunjuk maupun penjelas 
terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, seperti kamus (hukum), 
ensiklopedia.

Sampel pada penelitian ini ditentukan 
berdasarkan wilayah, yaitu pihak yang 
terkait dalam Pelaksanaan Pendaftaran 
Tanah melalui Jual Beli di Kecamatan 
Jonggat. Di kecamatan tersebut di ambil 3 
(Tiga) Desa dari 13 Desa yang ada. Semua 
data yang dikumpulkan dan diperoleh 
baik dari data primer dan data sekunder 
dianalisis dengan menggunakan Analisis 
Kualitatif Deskriptif yang didukung dengan 
Pendekatan Kualitatif.

PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TA-
NAH YANG DIPEROLEH MELALUI 
JUAL BELI DI KECAMATAN JONGGAT

Pemberian jaminan kepastian hukum 
terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat 
seluruhnya merupakan salah satu tujuan 
pokok UUPA yang sudah tidak bisa 
ditawar lagi, sehingga undang-undang 
menginstruksikan kepada Pemerintah 
untuk mengadakan pendaftaran tanah di 
seluruh wilayah Indonesia yang bersifat 
rechtskadaster artinya yang bertujuan 
menjamin kepastian hukum dan kepastian 
haknya.6 Pasal 19 UUPA, telah dengan tegas 
mengamanatkan kepada Pemerintah agar 
diseluruh wilayah Indonesia dilaksanakan 
pendaftaran tanah, dengan tujuan untuk 

6 Pasal 19 ayat (1) UUPA menentukan bahwa: “Un-
tuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah dia-
dakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah

mencapai kepastian hukum. Sedangkan 
dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA, 
ditujukan kepada para pemegang hak yang 
bersangkutan, agar setiap hak (perolehan 
hak), peralihan hak, pembebanan hak 
maupun hapusnya hak atas tanah wajib 
didaftarkan, Dengan maksud agar pemilik 
tanah memperoleh kepastian tentang 
haknya itu. 

Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah 
atau diberikannya hak-hak atas tanah 
kepada semua subyek hak juga diberikan 
wewenang untuk memanfaatkan tanah 
tersebut sesuai dengan peruntukannya. 
Dengan demikian akan terciptalah jaminan 
kepastian hukum bagi subyek hak dalam 
kepemilikan dan penggunaan tanahnya. 
kepastian hukum  mengandung dua makna: 
yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat 
umum membuat individu mengetahui 
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 
dilakukan, dan kedua, berupa keamanan 
hukum bagi individu dari kesewenangan 
pemerintah karena dengan adanya aturan 
yang bersifat umum itu individu dapat 
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 
atau dilakukan oleh Negara terhadap 
individu.

Menurut Aartje Tehupeiory, pada 
dasarnya ada dua system publikasi yang 
dikenal dalam pendaftaran tanah, yaitu :7

a.	 Sistem publikasi positif, suatu sertifikat 
tanah yang diberikan itu adalah berlaku 
sebagai tanda bukti hak atas tanah yang 
mutlak serta merupakan satu-satunya 
tanda bukti atas tanah. Memberikan 
perlindungan yang mutlak, baik terhadap 
pemegang haknya maupun terhadap pihak 
ketiga karena keterangan yang ercantum 
dalam tanda bukti hak tidak dapat diubah. 
Hasil pendaftaran ini memberikan alat 
pembuktian yang mutlak sifatnya dan 
tidak dapat diganggu gugat. Seandainya 
terjadi kekeliruan,  maka walaupun ada 
7 Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah 

Di Indonesia, Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Group,  
Jakarta, 2012, hlm. 26
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keputusan hakim, keterangan dalam 
tanda bukti hak tetap tidak dapat diubah. 
Pemerintah lah yang bertanggung jawab 
atas kesalahan petugas nya, sehingga pihak 
yang dirugikan akan memperoleh ganti 
rugi dari pemerintah sejumlah harga tanah. 
Dengan demikian,  orang yang tadinya 
berhak bisa menjadi tidak berhak. 

b.	 Sistem publikasi negatif, sahnya perbuatan 
hukum menentukan berpindahnya 
hak kepada pembeli, dan hanya 
memberikan perlindungan hak kepada 
pemegang haknya saja (yang berhak),  
sehinggasistem publikasi ini dikenal 
dengan asas Nemo Plus Yuris, yakni 
suatu asas yang menyatakan seseorang 
tidak boleh melakukan jual beli kalau 
dia tidak berwenang atas tanah yang 
bersangkutan.  Bahwa orang yang tidak 
dapat bertindak melebihi kewenangan 
yang ada padanya, siapa namanya 
tercantum dalam tanda bukti hak tersebut 
maka dialah pemegang haknya. Orang lain 
boleh percaya, boleh tidak percaya atas 
keterangan yang ada. Bilamana terjadi 
kesalahan dalam pencatatan, berdasarkan 
putusan hakim dapat diperbaiki oleh 
petugas penyelenggara pendaftaran tanah. 
Dengan demikian orang yang berhak tetap 
terlindungi.  

Sistem pendaftaran tanah yang dianut 
di Indonesia menggunakan sistem negatif 
yang mengandung unsur-unsur positif, di 
mana sistem pendaftarannya menggunakan 
sistem pendaftaran hak, sebagaimana yang 
tertuang dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan :  
“Sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak 
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 
kuat mengenai data fisik dan data yuridis 
yang termuat di dalamnya, sepanjang data 
fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan 
data yang ada dalam surat ukur dan buku 
tanah hak yang bersangkutan.”  

Sertipikat merupakan tanda bukti hak 
yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak 
dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan 
data yuridis yang tercantum didalamnya 
harus diterima sebagai data yang benar.  
Sudah barang tentu data fisik maupun data 
yuridis yang tercantum dalam sertipikat 
harus sesuai dengan data yang tercantum 
dalam buku tanah dan surat ukur yang 
bersangkutan, karena data itu diambil dari 
buku tanah dan surat ukur tersebut.

Kegiatan pendaftaran tanah akan 
menghasilkan tanda bukti hak atas tanah 
yang disebut sertipikat. Dengan sertipikat 
tanah, kepastian hukum berkenaan dengan 
jenis hak atasnya, subjek hak, dan objek 
haknya menjadi nyata. Dibandingkan 
dengan alat bukti tertulis lainnya, sertipikat 
merupakan tanda bukti hak yang kuat, yaitu 
harus dianggap benar sampai dibuktikan 
sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang 
lain.8

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 sebagai penyempurna dari PP 10 
Tahun 1961, di dalam Pasal 1 butir (1) 
menyebutkan bahwa: “Pendaftaran tanah 
adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
oleh pemerintah secara terus menerus, 
berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan 
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan 
data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian 
surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan 
hak milik atas satuan rumah susun serta 
hak-hak tertentu yang membebaninya”

Pendaftaran tanah atau land registration 
tidak hanya mendaftarkan tanah secara 
fisik melainkan juga mendaftarkan hak 
atas tanah guna menentukan status hukum 
tanah serta hak-hak lain yang membebani. 
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 

8 I Gusti Nyoman Guntur. 2014. Pendaftaran Tanah. 
Modul mkk-3/3 sks/ modul i-ix. : Sekolah Tinggi Per-
tanahan Nasional. Yogyakarta. hlm. 4
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meliputi kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali (initial registration) 
dan pemeliharaan data pendaftaran tanah 
(maintenance). Menurut Pasal 1 angka 9 PP 
24 Tahun 1997, pendaftaran tanah untuk 
pertama kali adalah kegiatan pendaftaran 
yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran 
tanah yang belum didaftarkan berdasarkan 
PP No. 10 Tahun 1961 atau PP No. 24 Tahun 
1997. Pendaftaran tanah untuk pertama 
kali dilaksanakan melalui: a) Pendaftaran 
secara sistematik, yaitu kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang 
dilakukan serentak meliputi semua obyek 
pendafataran tanah yang belum didaftar 
dalam wilayah atau bagian wilayah desa/
kelurahan. b) Pendaftaran secara sporadik 
yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk 
pertama kali mengenai satu atau beberapa 
obyek pendaftaran tanah dalam wilayah 
atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan 
secara individual atau massal.9

Sedangkan pemeliharaan data 
pendaftaran tanah adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk menyesuaikan 
data fisik dan data yuridis dalam peta 
pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku 
tanah dan sertipikat dengan perubahan-
perubahan yang terjadi kemudian. Data fisik 
adalah keterangan mengenai letak, batas 
dan luas bidang tanah dan satuan rumah 
susun yang didaftar, termasuk keterangan 
mengenai adanya bangunan atau bagian 
bangunan di atasnya.10 Data yuridis adalah 
keterangan mengenai status hukum bidang 
tanah dan satuan rumah susun bidang tanah 
dan satuan rumah susun yang didaftar, 
pemegang haknya dan ada tidaknya hak 
pihak lain serta bebanbeban lain yang 
membebaninya. Perubahan tersebut seperti 
apa yang tercantum dalam Peraturan 
Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 
1997 Pasal 94 yaitu: Pemeliharaan data 
pendaftaran tanah dilaksanakan dengan 

9 Sahnan. 2016. Hukum Agratia Indonesia. Setara 
Press. Malang. hlm. 105

10 M. Arba. 2015. Hukum Agraria Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm. 163

pendaftaran perubahan data fisik dan data 
yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah 
didaftar dengan mencatatnya di dalam 
daftar umum sesuai dengan ketentuan 
di dalam peraturan ini. Perubahan data 
yuridis dapat berupa:  Peralihan hak karena 
jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 
dalam perusahaan dan perbuatan hukum 
pemindahan hak lainnya;. Pemegang hak 
yang bersangkutan wajib mendaftarkan 
perubahan yang bersangkutan kepada 
Kantor Agraria dan TataRuang/BPN. 11

Perintah atau keharusan pendaftaran 
tanah juga berlaku apabila terjadi peralihan 
hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah 
dapat terjadi karena jual beli, warisan, 
hibah, tukar menukar dan lain–lain. 
Mengenai peralihan hak milik atas tanah 
wajib didaftarkan, hal ini berdasarkan 
Pasal 23 UUPA yang menegaskan bahwa: 
Hak milik, demikian pula setiap peralihan, 
hapusnya dan pembebanannya dengan 
hak–hak lain harus didaftarkan menurut 
ketentuan–ketentuan yang dimaksud dalam 
Pasal 19 UUPA;

Dalam masyarakat, perolehan hak 
atas tanah lebih sering dilakukan dengan 
peralihan hak, yaitu dengan melalui jual 
beli. Menurut Boedi Harsono, ”Dalam 
Hukum Adat perbuatan pemindahan 
hak (jual–beli, hibah, tukar menukar)  
merupakan perbuatan hukum yang bersifat 
tunai”. Jual–beli dalam hukum tanah 
dengan pembayaran harganya pada saat 
yang bersamaan secara tunai.12

Mengingat pentingnya kepastian hukum 
dalam setiap peralihan hak atas tanah, maka 
oleh UUPA diwajibkan untuk melakukan 
pendaftaran peralihan hak melalui jual beli 
tersebut. Dalam prakteknya masyarakat di 
kecamatan jonggat kususnya di desa Perina, 

11 Ibid. hlm. 67
12 Baiq Henni Paramita Rosandi, “AKIBAT HU-

KUM JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG BELUM 
DIDAFTARKAN.” Jurnal IUS (Kajian hukum dan 
Keadilan) 4.3 (2016). Hlm. 424. Hal.424  http: jurnalius.
ac.id/ojs/index. php/jurnalIUS/article/view/356/pdf 17, 
diakses tanggal 31 Juni 2017.
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desa Pengenjek dan desa Bonjeruk dalam 
hal transaksi jual beli tanah masih banyak 
dilakukan menurut hukum adat.

Di dalam hukum adat, system yang di 
pakai berkenaan dengan jual beli tanah di 
kenal dengan system kontan dan terang 
yaitu perpindahan hak atas tanah serentak 
begitu pembayaran harga diserahkan 
kepada pembeli. Demikian pula pertemuan 
kehendak harus dikongkritkan dengan 
penyerahan panjar supaya mengikat secara 
hukum adat. Biasanya jual beli tanah itu 
dilakukan di muka Kepala Adat (Desa), 
yang bukan hanya bertindak sebagai saksi 
tetapi dalam kedudukannya sebagai Kepala 
Adat (Desa)  menanggung bahwa jual beli 
tersebut tidak melanggar hukum yang 
berlaku.13 Syarat sahnya jual beli tanah 
menurut hukum adat adalah terpenuhinya 
tiga unsure yaitu tunai, riil,dan terang.14 

Peralihan hak atas tanah seb-
agai akibat telah dilakukannya jual 
beli menurut hukum adat dalam pelaksa-
naannya di Kecamatan Jonggat biasanya 
hanya dibuat surat yang isinya menyatakan 
bahwa penjual telah menyerahkan tanahn-
ya dan menerima uang pembayaran, tetapi 
tidak di buktikan dengan adanya akta jual 
beli tanah yang dibuat dihadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan 
pendaftaran tanah dalam Pasal 37 PP 
Nomor 24 Tahun 1997 menentukan 
bahwa: Peralihan hak atas tanah dan hak 
milik atas satuan rumah susun melalui jual 
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 
dalam perusahaan dan perbuatan 
hukum pemindahan hak lainnya, kecuali 
pemindahan hak melalui lelang, hanya 
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan 

13 Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia : 
Suatu Telaah Dari Sudut pandang Praktisi Hukum, Edi-
si 1, Cetakan 1, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 16

14 Wahyu Wardhana. Pelaksanaan Pendaftaran 
Tanah Dari Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Di 
Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Program Pasca Sar-
jana Universitas Di Ponegoro Semarang. 2006. hlm. 64-
65

akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang 
menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.15

Dengan berlakunya UUPA dan PP 
Nomor 24 Tahun 1997 maka setiap 
peralihan hak atas tanah dan hak milik atas 
satuan rumah susun melalui jual beli, tukar 
menukar, hibah, pemasukan dan perbuatan 
hukum lainnya harus dibuktikan dengan 
suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang 
berwenang dalam hal ini adalah Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya di 
sebut PPAT).16

Di masyarakat Jonggat, hingga saat ini 
belum semuanya mengenal adanya PPAT. 
Dalam melakukan transaksi di bidang 
pertanahan masih banyak masyarakat 
yang menuangkan dalam surat yang 
ditandatangani oleh para pihak dengan di 
ketahui kepala desa dan saksi-saksi. Bahkan 
ada pula transaksi tanah yang di tuangkan 
dalam bentuk kwitansi tanpa dibuatkan akta 
perjanjian. Model transaksi tanah seperti 
ini masih terjadi di sebagian masyarakat 
pedesaan, karena transaksi yang mereka 
buat di rasa cukup hanya dibuktikan dengan 
surat yang di buat sendiri atau sekedar ada 
catatan bukti pembayaran.

Menurut pemahaman masyarakat 
selama ini transaksi jual beli tanah di 
laksanakan sesuai prinsip kontan dan 
terang yang berlaku dalam hukum adat, 
sehingga tidak di perlukan formalitas 
seperti yang berlaku pada hukum barat yang 
mengharuskan transaksi di laksanakan di 
hadapan pejabat umum. Oleh karena itu 
tidak mengherankan jika keberadaan PPAT 
sebagai pejabat pembuat akta di bidang 
pertanahan belum banyak di kenal oleh 

15 Famaldiana Mayanti Liza, “Implikasi Hukum 
Keterlambatan Pendaftaran Akta Peralihan Hak Atas 
Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima), 
Jurnal IUS (kajian hukum dankeadilan) 4.3 (2016).
hal.507 Hlm.http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurna-
lIUS/article/view/409/pdf_22. diakses tanggal 31 juni 
2017. hlm. 507

16 Andrian Sutedi, 2009, Peralihan Hak atas Tanah 
dan Pendaftarannya, Sinar Grafika. Jakarta, hlm 77
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4)	Timbulnya berbagai sengketa seperti 
sengketa kepemilikan tanah dan sengketa 
batas tanah

5)	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman 
dari masyarakat itu sendiri mengenai 
manfaat dan pentingnya sertipikat tanah

6)	Alasan masyarakat karena terlalu kecil 
luas tanah yang dimilikinya

7)	Masyarakat merasa enggan untuk 
mensertipikatkan tanahnya karena biaya 
peralihan hak atas tanah relatife mahal 
dan juga memerlukan waktu yang lama

Kemudian faktor penyebab di atas 
apabila di jabarkan lebih lanjut maka dapat 
dikemukakan sebagai berikut::

1)	Kurangnya kesadaran hukum, hal 
ini dilihat masih banyaknya tingkat 
pendidikan masyarakat yang rendah yaitu 
lulusan SD dan mayoritas pekerjaanya 
sebagai petani/buruh tanai

2)	Pada saat pemeriksaan data yuridis 
dan data fisik tanah, ternyata berkas 
masih belum lengkap, sehingga berkas 
harus di kembalikan lagi ke pemohon 
untuk di lengkapi. Terhadap alas hak 
yang masih rancu biasanya di sebabkan 
karena, penulisan luas dalam alas hak 
menggunakan luas Surat Pembayaran 
Panjak Terhutang (SPPT) yang tidak 
singkron dengan luas yang sebenarnya 
atau terkadang pemohon mengunakan 
luas dengan memperkirakan luas tanahnya 
dengan mengunakan pengukuran 
seadanya, contohnya misalnya pemilik 
tanah mengukur bidang-bidang tanahnya 
menggunakan tali rapia dan juga sering 
kali pemilik tanah menunjuk-nunjuk 
batas tanahnya tanpa mengukur dengan 
alat ukur yang benar.

3)	Mekanisme kerja dari aparat pertanahan 
seksi pengukuran dan pendaftaran tanah 
yang sulit dimengerti secara mudah oleh 
masyarakat awam sehingga tanggapan 
mereka terhadap pendaftaran tanah dirasa 

masyarakat di pedesaan. Apabila mereka 
melakukan transaksi dengan objek tanah 
maka cukup di buat dengan bentuk surat 
di bawah tangan dengan di saksikan oleh 
kepala desa.17

Perilaku hukum masyarakat sebagaimana 
di kemukakan diatas maka sangat erat 
kaitannya dengan teori pluralisme hukum 
yang mengatakan bahwa: di dalam suatu 
negara tidak hanya berlaku hukum yang 
ditetapkan oleh negara (state law), tetapi 
juga hukum tidak tertulis, seperti hukum 
adat, hukum BW dan lain-lain.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI 
KENDALA DALAM PELAKSANAAN 
PENDAFTARAN TANAH YANG DI-
PEROLEH MELALUI JUAL BELI DI KE-
CAMATAN JONGGAT

a.	 Hambatan-hambatan dalam pendaf-
taran tanah di Kecamatan Jonggat

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 
yang di lakukan oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Lombok Tengah merupakan 
proses yang panjang, tentunya ada 
kendala-kendala yang di temukan dalam 
pelaksanaanya, 

Dari hasil penelitian di lapangan 
diperoleh bahwa faktor yang menjadi 
kendala dalam pelaksanaan pendaftaran 
tanah yang diperoleh melalui jual beli di 
Kecamatan Jonggat adalah :18

1)	Kurangnya kesadaran hukum masyarakat 
tentang pendaftaran tanah

2)	Alas hak dan identitas pemohon yang 
kurang lengkap atau masih rancu

3)	Proses atau hukumnya yang berbelit-belit

17 Husni Tamrin, 2009, Pembuatan Akta Pertanahan 
Oleh Notaris, LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. hlm. 
64

18 Hasil Wawanvcara dengan Bapak Musti selaku Ka-
subsi Penetapan Hak. Tanggal 15 April 2017
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masih sangan kurang. Bagi daerah yang 
sulit di jangkau, mereka tidak tahu tentang 
syarat dan prosedur pendaftaran tanah, 
sehingga anggapan masyarakat, bahwa 
pendaftaran tanah prosesnya berbelit-
belit, tapi sebenarnya tidak sulit prosesnya 
di BPN, hanya saja yang membuat 
lama, karena kurangnya kelengkapan 
berkas, kadang-kadang pemohonya tidak 
mengindahkan dan tidak begitu paham 
terhadap apa yang pegawai/petugas minta, 

4)	Mereka beranggapan tidak akan 
ada masalah sengketa tanah karena 
sertipikat atau hak kepemilikan sudah di 
peroleh (Dipegang) walaupun statusnya 
masih atas nama orang lain (pemilik 
asal). Terhadap sengketa batas tanah 
biasanya pada saat pengukuran, orang 
yang memiliki tanah berbatasan atau 
bersandingan dengan tanah yang diukur 
jarang ada di tempat. Sehingga ini yang 
menyebabkan pengukuran menjadi rancu 
karena tidak tau mana yang harus di ukur.

5)	Masyarakat belum sepenuhnya menyadari 
arti pentingnya fungi sertipikat sebagai 
alat bukti yang kuat. Karena ada yang 
beranggapan bahwa dengan surat jual 
beli ataupun PBB sudah cukup untuk 
membuktikan bahwa mereka sebagai 
pemilik tanah. Padahal pada hakikatnya 
sertipikat tanah adalah untuk memberikan 
jaminan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum terhadap subjek hak, 
objek hak dan status hak yang didaftar. 
Selain itu, dengan adanya sertipikat 
tanah maka akan memperoleh manfaat 
bagi pemegang hak, seperti, memberikan 
rasa aman, dapat mengetahui dengan jelas 
data fisik dan data yuridis, memudahkan 
dalam hal pelaksanaan peralihan hak, 
harga tanah menjadi lebih tinggi, dapat 
di jadikan jaminan utang dengan dibebani 
Hak Tanggungan, dapat mengurangi 
sengketa pertanahan.

6)	Karena tanah yang dimiliki tidak luas 
dan harganya murah, sehingga biaya 

pendaftaran peralihan tidak sebanding 
dengan nilai harga tanah yang dimiliki. 
Hal ini mendorong mereka untuk 
tidak mendaftarkan peralihan hak atas 
tanahnya. 

7)	Karena mayoritas masyarakat pekerjaanya 
sebagai petani/buruh tanai. Penghasilan 
petani tiap kali panen yaitu tiga (3) 
bulan sekali, pas-pasan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari. Malahan 
ada juga masyarakat yang meminjam 
uang untuk biaya pengurusan sawahnya, 
entah untuk membeli bibit padi, membeli 
pupuk, dan sebagainya, sehingga pada saat 
panen, hasilnya untuk membayar hutang. 
Jadi jangankan untuk membuat sertipikat, 
untuk kebutuhan sehari-harinya saja tidak 
cukup. 

Dari apa yang telah dikemukakan di 
atas mengenai faktor yang menjadi kendala 
dalam pelaksanaan pendafataran tanah 
yang diperoleh melalui jual beli, kalau 
di pertalikan dengan pandangan dari L. 
Friedman maka dapat dikemukan sebagai 
berikut: 

1.	 Struktur hukum 

a.	 Sumber daya Manusia dikantorAgraria 
dan Tata rang/masih Rendah 

b.	 Prosedur pendafataran dan 
peneyelesain pembuatan sertifikat 
memakan waktu lama  serta berbelit-
belit

2. Subtansi hukum 

a.	 Alas hak dan identitas pemohon yang 
kurang lengkap atau masih rancu

b.	 Timbulnya berbagai sengketa seperti 
sengketa kepemilikan hak atas tanah 
dan sengketa  batas tanah

3.	 Budaya hukum 

a.	 Kurangnya kesadaran hukum 
masyarakat tentang pendaftaran tanah 
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b.	 Kurangnya pengetahuan dan 
pemahaman dari masyarakat itu sendiri 
mengenai manfaat dan pentingnya 
sertipikat tanah 

c.	 Tanah yang di daftarkan   luasnya tanah 
yang dimilikinya terlalu sedikit 

d.	 Biayanya yang terlalu mahal dan ini 
sangat bertentangan prinsip-prisip 
dalam pendaftaran tanah  seperti biaya 
harus bisa terjangkau oleh semua pihak,  
dan .memakan waktu yang cukup lama, 

Kemudian lebih lanjut apabila 
pandangan Soerjono Soekanto di tarik 
sebagai salah satu faktor  yang menjadi  
kendala dalam pelaksanaan pendaftaran 
tanah di Kecamatan Jonggat adalah: faktor  
sarana dan prasarana  yang di miliki oleh 
Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN 
Kabupaten Lombok Tengah masih kurang 
seperti: alat ukur yang terbatas, leptop yang 
masih kurang yang seharus semua staf 
harus memiliki untuk menunjang kinerja 
yang baik.   

b.	Upaya yang di lakukan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Lombok 
Tengah dalam menanggulangi 
kendala pendaftaran tanah di 
Kecamatan Jonggat 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan 
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok 
Tengah adalah:19

1)	Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok 
Tengah mengadakan pelayanan dan 
informasi mengenai pendaftaran tanah 
serta mengadakan penyuluhan ke desa–
desa secara menyeluruh, agar masyarakat 
lebih mengetahui dan memahami akan 
manfaat dan pentingnya pendaftaran 
tanah guna menjamin kepastian hukum 
bagi pemegang haknya.

2)	Terhadap alas hak yang kurang lengkap, 
petugas Badan Pertanahan Nasional 

19 Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi Selaku 
Tim Pengukur Data Fisik Tanah tanggal 23 Maret 2017

melengkapinya dengan dibuatkan 
blangko-blangko alas hak seperti Jual 
beli dan pernyataan sepihak yang berlaku 
sebagai pengganti alas hak yang kurang 
untuk diisi oleh pemohon dan dikuatkan 
oleh saksi-saksi dan Kepala Desa sebagai 
pendukung kelengkapan alas haknya

3)	Mengenai sengketa yang timbul dalam 
pelaksanaanya, dapat ditangani oleh 
pegawai Badan Pertanahan Nasional 
yang di tunjuk dengan mengadakan 
musyawarah untuk mupakat, seandainya 
para pihak yang bersengketa tidak bias 
diselesaikan melalui jalur musyawarah, 
tidak menutup kemungkinan untuk 
dilakukan penyelesaian melalui jalur gugat

SIMPULAN

Pelaksanaan pendaftaran peralihan 
hak atas tanah melalui jual beli di 
Kecamatan Jonggat belum berjalan sesuai 
dengan harapan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun 1997, ini bisa dilihat 
dari banyaknya masyarakat yang tidak 
melakukan pendaftaran tanah setelah 
mereka melakukan transaksi jual beli, ini 
disebabkan karena kurangnya kesadaran 
hukum masyarakat mengenai manfaat 
dan pentingnya sertipikat sebagai jaminan 
kepastian hukum bagi pemegang hak yang 
baru. pelaksanaan peralihan hak atas tanah 
melalui jual beli di kecamatan jonggat baik 
yang belum bersertipikat maupun yang 
sudah bersertipikat dan tujuanya untuk 
di daftarakan ke kantor pertanahan, maka 
jual belinya harus di buat dengan akta 
PPAT, ini di tegaskan dalam pasal 37 ayai 
(1) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 
1997. 

Faktor–faktor yang menjadi kendala 
dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan 
hak atas tanah karena jual beli adalah karena 
kurangnya kesadaran hukum masyarakat 
mengenai status kepemilikan tanah dan 
manfaat dari sertipikat tanah, kurangnya 
pengetahuan tentang persyaratan dan 
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prosedur pendaftaran tanah dan masyarakat 
beranggapan bahwa prosesnya lama serta 
biaya mahal. Adapun upaya yang di lakukan 
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok 
Tengah  adalah dengan mengadakan 
penyuluhan hukum ke desa–desa secara 
menyeluruh. terhadap alas hak yang kurang 
lengkap, petugas badan pertanahan nasional 
melengkapinya dengan dibuatkan blangko-
blangko alas hak seperti jual beli dan 
pernyataan sepihak yang berlaku sebagai 
pengganti alas hak yang kurang. mengenai 
sengketa yang timbul dalam pelaksanaanya, 
pegawai badan pertanahan mengadakan 
musyawarah untuk mupakat, apabila para 
pihak tidak bisa diselesaikan melalui jalur 
musyawarah, maka akan ditempuh jalur 
hukum.
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